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ABSTRAK

N enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koalisi partai
politik dalam  sigtem Presidensial Indonesia. Selain itu, penelitian .il"li jugz!
bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum koalisi partal
politik dalam membentuk pemerintahan yang efisien. Penelitian ini dilakukan
dengan '"F"l&kiﬂi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat
dalam skripsi ini. Serta pengkajian data-data yang berupa dokumen-dokumen
yang; akan dianalisis dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder
untuk: menunjang penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung
dalam penulisan skripsi ini. Temuan yang dapat diperoleh bahwa perpaduan
presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia memiliki implikasi
politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi di lembaga eksekutif dan legislatif.
Selain itu, Secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian Pasal 9
Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan
kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai
politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden
dan Wakil Pregiden.

Kata Kunci : Partai Politik, Sistem Presidensial.
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